
PENEGAKAN KODE ETIK1 

 

Dalam Tahun Sidang 2015-2016 MKD telah melaksanakan tugasnya sebagaimana 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu menerima dan menindaklanjuti 

pengaduan serta memproses perkara tanpa pengaduan. Tindak lanjut dari penanganan 

pengaduan tersebut:  

a. Tiga perkara telah diputuskan;  

b. Dua puluh delapan perkara tidak ditindaklanjuti/didrop, karena berdasarkan hasil 

verifikasi tidak memiliki cukup bukti, legal standing tidak terpenuhi, dan pihak 

pengadu mencabut laporannya;  

c. Tujuh Perkara masih diverifikasi; d. Perkara Pengaduan yang akan diproses pada 

Masa Persidangan berikutnya.  

d. Pengaduan melalui surat yang berkaitan dengan permintaan menerima agar MKD 

mengkaji permasalahan anggota DPR RI yang belum melaporkan harta kekayaan  

Selain perkara tersebut, terdapat perkara yang telah diproses dari tahun sidang sebelumnya 

dan akhirnya dibentuk panel. Namun Panel telah dihentikan kerena saksi kunci tidak bersedia 

lagi memberikan keterangannya di hadapan Panel sehingga alat bukti dianggap prematur.  

MKD juga menangani perkara tanpa pengaduan. Selama Tahun Sidang 2015-2016 ada 3 

(tiga) perkara tanpa pengaduan yang diproses oleh MKD. Ketiga perkara tersebut telah 

diputuskan.  

Pada Masa Persidangan IV, MKD melaksanakan Seminar Nasional yang dilaksanakan 

pada tanggal 18 s.d. 20 April 2016 dengan Tema ―Sistem Etika Lembaga Perwakilan. Peserta 

seminar adalah Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi, Perwakilan dari 

universitas, Perwakilan dari media. Sebagai narasumber, MKD mengundang beberapa pakar, 

yaitu: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. Bagir Manan, Dr. Irman Putera Siddin, Dr. Zainal 

Arifin Hoesein, Kepolisian, Kejaksaan, dari Pimpinan DPR RI diwakili oleh Bapak Fahri 

Hamzah. SE serta dari Pimpinan dan anggota MKD. Seminar tersebut menghasilkan 

kesimpulan dan rekomendasi yang salah satunya adalah pembentukan wadah komunikasi 

antar-lembaga kehormatan lembaga perwakilan (MKD dan BK DPRD). Nama asosiasi: 

Asosiasi Lembaga Kehormatan Dewan, disingkat (ALKD). Visi: Terwujudnya sinergitas 

penegakan etika lembaga perwakilan rakyat. Misinya adalah:  

a. Menjadi organisasi mitra Lembaga Kehormatan Lembaga Perwakilan yang profesional 

dan terpercaya;  

b. Membangun sinergitas dalam upaya melakukan penegakan Sistem Etika Lembaga 

Perwakilan;  

c. Mengembangkan sistem penegakan etika lembaga perwakilan yang efektif;  

d. Mendorong terwujudnya peraturan perundang undangan tentang Sistem Penegakan 

Etika Lembaga Perwakilan.  
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Selain itu, MKD juga akan melakukan terobosan di bidang legislasi dengan memprakarsai 

RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan. Adapun lembaga perwakilan yang dimaksud oleh 

RUU adalah DPR dan DPRD. RUU berisikan norma dan standar etik umum yang seragam 

dengan memberi ruang kebebasan kepada DPRD untuk menyusun Kode Etik yang sesuai 

dengan kearifan lokal. RUU mengatur keseragaman lembaga penegak kehormatan lembaga 

perwakilan, yang bernama MKD berikut penguatan lembaga penegak kehormatan lembaga 

perwakilan dengan melibatkan pihak eksternal. Selain itu diatur pula mengenai pemenuhan hak 

imunitas dan perlunya perlakuan khusus bagi anggota lembaga perwakilan dalam penegakan 

hukum oleh penegak hukum. Dengan RUU ini diharapkan dapat:  

a. Memperkuat lembaga kehormatan lembaga perwakilan;  

b. Mendorong dan mengembangkan program pencegahan dan penegakan Kode Etik 

lembaga perwakilan yang efektif;  

c. Mendorong dan mengembangkan sistem penindakan pelanggaran Kode Etik yang 

akuntabel;  

d. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain dan pihak-pihak terkait. 


